
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora 
Vol. 10 No.1                                             Februari 2026 
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.7407 

 

 

416 
 

      Research Article                                                                                                                                             e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 
 

THE POSITION AND RIGHTS OF WOMEN IN POLITICAL PARTIES IN 
INDONESIA (CASE STUDY: PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  

OF NORTH SUMATRA) 
 

Posisi dan Hak Perempuan dalam Berpartai Politik di Indonesia (Studi 
Kasus: Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara) 

 
Zuldi Yariza Magribi Matondang1a(*) Aprilinda M. Harahap2b 

 
1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia 

 
a zuldi0404212034@uinsu.ac.id  

b aprilindaharahap@uinsu.ac.id   

 
(*) Corresponding Author 

zuldi0404212034@uinsu.ac.id  
 

How to Cite: Matondang and Harahap. (2026). The Position And Rights Of Women In Political Parties In Indonesia (Case 
Study: Partai Kebangkitan Bangsa Of North Sumatra).                                                                    doi: 10.36526/js.v3i2.7407 

 Abstract 
Received : 24-11-2025 
Revised   : 31-12-2025 
Accepted : 14-01-2026 
 
Keywords:  
Women's Politics; 
Representation;  
North Sumatra PKB;  
Women's Rights 
 
 
 

Women's involvement in Indonesian politics is an essential part of fulfilling constitutional 
rights and strengthening inclusive democracy. Although the 30% quota policy for 
women's representation has been stipulated in election regulations, its implementation 
at the political party level has not been fully optimal, including in the National Awakening 
Party (PKB) of North Sumatra. This study aims to analyze the position, rights, and 
opportunities of women within the structure and leadership of PKB North Sumatra and 
to identify supporting and inhibiting factors for women's political involvement. The study 
used a qualitative method with a descriptive-analytical case study approach through in-
depth interviews with PKB North. Sumatra female administrators and cadres as primary 
data, and supported by party documents, regulations, and scientific literature as 
secondary data. The results show that PKB North Sumatra normatively and structurally 
does not apply gender discrimination, because women and men have equal rights to 
vote, be elected, express opinions, and hold strategic positions based on the principles 
of suitability and capacity. However, quantitatively, women's representation in PKB North 
Sumatra's legislative body is still relatively low and has not reached the ideal quota, 
which is influenced by cultural, structural, and electoral dynamics barriers, rather than 
internal party restrictions. Nevertheless, the North Sumatra National Awakening Party 
(PKB) has made efforts to empower women through its Women's National wing, political 
education, and strengthening women's cadre development. This research confirms that 
women's political involvement in the North Sumatra PKB has moved beyond mere 
administrative fulfillment to more substantive participation, although ongoing 
strengthening is still needed to optimize women's representation in the political process 
and public policy. 

 
PENDAHULUAN 

Keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika 
reformasi 1998 yang membuka ruang demokratisasi. Sejak saat itu, muncul tuntutan agar 
perempuan diberi kesempatan lebih besar dalam ranah politik formal. Kebijakan afirmasi berupa 
kuota 30% caleg perempuan merupakan hasil perjuangan panjang gerakan perempuan dan 
dukungan masyarakat sipil yang menilai demokrasi tanpa keterlibatan perempuan adalah demokrasi 
yang pincang. Dalam konteks PKB, dorongan afirmasi ini semakin kuat karena basis sosialnya yang 
bersinggungan langsung dengan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama, seperti Muslimat dan 
Fatayat NU, yang memiliki pengalaman panjang dalam advokasi gender (Putri & Wati, 2023; Vira et 
al., 2024).  
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Apabila dibandingkan dengan partai politik lain, capaian PKB terkait keterwakilan perempuan 
berada pada posisi yang cukup kompetitif . Misalnya, PDIP secara konsisten menempatkan jumlah 
caleg perempuan lebih dari 35% dalam setiap kontestasi pemilu, sementara PKS relatif konservatif 
dengan rata-rata di bawah 25%. PKB, meski secara nasional mampu mencapai 37% caleg 
perempuan pada Pemilu 2024, masih menghadapi kesulitan di tingkat daerah, termasuk Sumatera 
Utara. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tantangan bukan hanya soal memenuhi regulasi, 
melainkan juga bagaimana memastikan caleg perempuan ditempatkan pada posisi strategis dengan 
peluang elektoral yang besar (Nawangsih et al., 2023). 

Dalam perspektif global, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan 
Asia Tenggara. Data Inter-Parliamentary Union (IPU) tahun 2023 menunjukkan bahwa keterwakilan 
perempuan di parlemen Indonesia baru sekitar 21%, lebih rendah dari Timor Leste (38,5%) dan 
Filipina (28%).  Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun terdapat regulasi afirmatif, pelaksanaannya 
belum menghasilkan perubahan signifikan dalam perimbangan gender di parlemen. PKB sebagai 
partai yang memiliki basis keislaman moderat berpotensi menjadi pelopor dalam meningkatkan 
keterwakilan perempuan, terutama jika mampu mengintegrasikan nilai kesetaraan gender ke dalam 
ideologi dan strategi politiknya (Susmita & Putri, 2024). 

Maka dari itu, untuk memperkuat keterwakilan substantif, PKB perlu menempuh strategi 
penguatan kader perempuan secara berjenjang. Strategi ini meliputi pendidikan politik, pembekalan 
keterampilan kepemimpinan, akses terhadap pendanaan politik, dan pembangunan jejaring lintas 
organisasi masyarakat sipil . Selain itu, penguatan posisi Perempuan Bangsa sebagai organisasi 
sayap menjadi kunci penting dalam menyiapkan kader potensial. Tanpa dukungan struktural dan 
material, kader perempuan PKB hanya akan menjadi pengisi kuota tanpa daya tawar politik yang 
signifikan (Mayrudin et al., 2023). 

Implikasi kebijakan dari keterwakilan perempuan yang lebih substansial di PKB adalah 
terciptanya produk legislasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Misalnya, 
kebijakan yang menyangkut perlindungan perempuan pekerja migran, peningkatan akses 
pendidikan bagi anak perempuan, dan penguatan layanan kesehatan ibu dan anak. Kehadiran 
perempuan dalam posisi strategis di partai maupun legislatif memberi perspektif yang lebih inklusif, 
sehingga memperkaya proses perumusan kebijakan publik . Dengan demikian, keterwakilan 
perempuan bukan hanya persoalan representasi numerik, tetapi juga instrumen transformasi sosial-
politik menuju keadilan gender (Ramli et al., 2022).  

Keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia memiliki signifikansi penting, tidak hanya 
sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan demokrasi 
yang inklusif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), jumlah penduduk perempuan 
Indonesia mencapai 49,5% dari total populasi, sehingga absennya perempuan dalam politik berarti 
menegasikan hampir separuh suara rakyat. Sejak diberlakukannya kebijakan kuota 30% caleg 
perempuan dalam UU Pemilu, keterwakilan perempuan di DPR RI meningkat, dari 17,3% pada 
periode 2014–2019 menjadi 21% pada periode 2019–2024. Namun, angka ini masih jauh dari target 
ideal 30%.   

Menurut Mulyani (2020) dalam Jurnal Politik dan Gender, keterlibatan perempuan dalam 
politik berimplikasi pada lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu perempuan, anak, 
dan keluarga, sehingga keberadaan mereka di parlemen bukan hanya simbolik tetapi memiliki 
dampak substantif. Dengan demikian, partisipasi politik perempuan di Indonesia merupakan 
kebutuhan demokratis sekaligus instrumen penting untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih 
adil gender .Aturan hukum di Indonesia yang menjamin keterwakilan perempuan dalam politik diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan 
kewajiban partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar bakal 
calon anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan. Ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 245 ayat 
(2) yang menegaskan bahwa setiap tiga orang bakal calon harus terdapat minimal satu perempuan, 
sehingga representasi perempuan lebih terjamin secara proporsional (Hajar, 2022). 
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Realitas representasi perempuan di partai politik, khususnya di Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Sumatera Utara, menunjukkan adanya dinamika antara kewajiban regulatif dengan praktik 
politik di lapangan. Secara normatif, PKB sebagai partai nasionalis-religius yang lahir dari basis 
Nahdlatul Ulama telah berkomitmen menjalankan aturan kuota 30% keterwakilan perempuan 
sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini tercermin dalam 
penyusunan daftar calon legislatif (caleg), di mana perempuan ditempatkan secara proporsional 
sesuai ketentuan undang-undang. Namun, implementasi ini lebih banyak bersifat administratif 
daripada substantif, karena sering kali perempuan hanya diposisikan untuk memenuhi syarat kuota, 
tanpa diberi ruang strategis dalam pengambilan keputusan partai atau pencalonan di daerah 
pemilihan yang potensial (Darajat et al., 2025; Pakpahan et al., 2024). 

Di Sumatera Utara, khususnya, keterwakilan perempuan di PKB masih menghadapi kendala 
struktural dan kultural. Kendala tersebut meliputi dominasi elite laki-laki dalam struktur 
kepengurusan, keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya politik, serta adanya 
pandangan patriarkis yang masih kuat dalam basis konstituen. Hal ini menyebabkan capaian 
representasi politik perempuan PKB Sumut belum maksimal dalam menghasilkan kader perempuan 
yang benar-benar dapat menembus kursi legislatif secara signifikan. Meskipun begitu, dalam 
beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan partisipasi politik perempuan PKB di tingkat lokal 
melalui kegiatan pemberdayaan kader perempuan, seperti pelatihan kepemimpinan politik dan 
advokasi isu-isu perempuan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong keterwakilan perempuan yang 
lebih bermakna, bukan sekadar formalitas kuota, sehingga perempuan PKB dapat berkontribusi lebih 
nyata dalam perumusan kebijakan publik (Nurdin et al., 2022).  

Posisi perempuan dalam struktur organisasi PKB Sumatera Utara memang masih terbatas 
pada bidang keperempuanan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam beberapa 
periode terakhir terdapat kemajuan, di mana sejumlah kader perempuan PKB Sumut berhasil 
menempati posisi strategis, misalnya di jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW) melalui Perempuan 
Bangsa yang dipimpin oleh tokoh lokal seperti Rahayu Lubis yang aktif mendorong isu kesetaraan 
gender. Selain itu, beberapa kader perempuan PKB Sumut juga berhasil duduk sebagai anggota 
legislatif di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, seperti Dra. Hj. Masniari Sinukaban yang 
menjadi salah satu representasi perempuan PKB di DPRD Sumut periode 2019–2024. Kehadiran 
tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa meskipun keterwakilan perempuan belum dominan, terdapat 
upaya nyata dari PKB Sumut untuk memberi ruang bagi kader perempuan tidak hanya sebagai 
pemenuhan kuota, tetapi juga sebagai aktor politik yang berkontribusi dalam perumusan kebijakan 
(Irfandi et al., 2022).  

Teori feminisme liberal dipilih dalam penelitian ini karena memberikan kerangka analisis yang 
relevan untuk menilai kesetaraan hak dan partisipasi politik perempuan dalam struktur partai politik 
yang beroperasi dalam sistem demokrasi. Perspektif ini menekankan prinsip persamaan hak, 
kebebasan individu, serta akses yang setara terhadap ruang pengambilan keputusan politik, 
sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara objektif praktik rekrutmen, kaderisasi, dan 
kepemimpinan perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara. Melalui 
pendekatan feminisme liberal, hasil penelitian dapat menunjukkan sejauh mana keterlibatan 
perempuan dalam struktur dan aktivitas partai mencerminkan kesetaraan yang substantif, bukan 
sekadar pemenuhan formal terhadap aturan kuota. Dengan demikian, teori ini tidak hanya berfungsi 
sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai alat evaluatif untuk menginterpretasikan temuan 
penelitian terkait peluang, hambatan, dan posisi strategis perempuan dalam dinamika politik internal 
partai (Susmita & Putri, 2024). 

Dalam kajian teori feminisme, feminisme liberal menjadi salah satu perspektif penting yang 
digunakan untuk menganalisis posisi dan peran perempuan dalam sistem politik modern. Perspektif 
ini berangkat dari pemikiran bahwa perempuan dan laki-laki merupakan subjek yang setara sebagai 
warga negara, dengan hak, kewajiban, serta kapasitas rasional yang sama dalam kehidupan publik. 
Feminisme liberal menekankan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan kebijakan 
negara sebagai dasar utama dalam menjamin partisipasi politik perempuan. Melalui pendekatan ini, 
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ketimpangan gender dalam politik dipahami bukan sebagai akibat perbedaan biologis, melainkan 
sebagai hasil dari hambatan struktural, norma sosial, dan praktik institusional yang diskriminatif. Oleh 
karena itu, feminisme liberal digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana sistem politik 
dan institusi demokrasi mampu memberikan ruang, kesempatan, dan perlindungan hak politik yang 
setara bagi perempuan (Nawangsih et al., 2023). 

Feminisme liberal merupakan salah satu aliran feminisme yang menekankan pentingnya 
kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, 
termasuk dalam bidang politik. Aliran ini berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki pada 
dasarnya memiliki kapasitas rasional yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk membatasi 
partisipasi perempuan dalam ruang publik. Ketimpangan posisi perempuan bukan disebabkan oleh 
kodrat biologis, melainkan oleh hambatan hukum, kebijakan, dan norma sosial yang diskriminatif 
(Malinda et al., 2025; Suntoro, 2024).  

Oleh karena itu, feminisme liberal mendorong reformasi institusional melalui hukum dan 
kebijakan untuk menjamin persamaan hak politik bagi perempuan. Dalam konteks politik, feminisme 
liberal menuntut akses yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam partai politik, baik 
sebagai anggota, pengurus, maupun calon legislatif. Partai politik dipandang sebagai sarana utama 
bagi warga negara untuk menjalankan hak politiknya. Jika partai tidak memberikan kesempatan yang 
adil kepada perempuan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan. 

Feminisme liberal tidak menuntut dominasi perempuan, melainkan kesempatan yang sama 
dalam proses rekrutmen, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan politik. 
Kaitan teori feminisme liberal dengan penelitian ini terlihat pada upaya menganalisis posisi dan hak 
perempuan dalam struktur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara. Penelitian ini dapat 
menilai sejauh mana PKB memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam kepengurusan 
partai, proses kaderisasi, serta pencalonan dalam jabatan politik. Selain itu, teori ini juga digunakan 
untuk mengkaji apakah keberadaan perempuan di dalam partai hanya bersifat formal untuk 
memenuhi aturan kuota, atau benar-benar mencerminkan kesetaraan hak dan kesempatan 
sebagaimana yang diperjuangkan oleh feminisme liberal (Wibisono et al., 2025). 

Dengan menggunakan perspektif feminisme liberal, penelitian ini berupaya melihat partai 
politik sebagai institusi yang seharusnya menjamin perlindungan hak politik perempuan secara 
normatif dan praktis. Jika perempuan masih mengalami marginalisasi dalam pengambilan keputusan 
partai, maka hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural. yang bertentangan dengan 
prinsip feminisme liberal. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan penting untuk mengevaluasi 
praktik demokrasi internal partai dan kontribusinya terhadap penguatan posisi perempuan dalam 
politik lokal,khususnya di SumateraUtara (Zhang, 2025). 

John Stuart Mill, bersama Harriet Taylor, mengemukakan gagasan feminisme liberal melalui 
karyanya The Subjection of Women (1869) yang menjadi salah satu fondasi penting dalam pemikiran 
kesetaraan gender. Dalam karya tersebut, Mill secara tegas menolak pandangan bahwa dominasi 
laki-laki atas perempuan merupakan sesuatu yang bersifat alamiah atau ditentukan oleh kodrat 
biologis. Menurutnya, hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan hasil 
dari kebiasaan sosial dan sistem hukum yang telah berlangsung lama, sehingga kemudian dianggap 
wajar oleh masyarakat. Padahal, kondisi tersebut justru menghambat perkembangan potensi 
perempuan dan bertentangan dengan prinsip kebebasan individu yang menjadi dasar liberalisme 
(Santoso et al., 2025). 

Lebih lanjut, Mill menilai bahwa ketimpangan gender merupakan konsekuensi dari konstruksi 
sosial dan peraturan hukum yang tidak memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan. Ia 
menekankan bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, 
dan terutama dalam politik. Kesetaraan hak politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam 
jabatan publik, dipandang sebagai syarat utama bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil, 
dan rasional. Dengan memberikan akses politik yang setara kepada perempuan, Mill meyakini 
bahwa kualitas pengambilan keputusan publik akan meningkat karena melibatkan seluruh warga 
negara tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelas. 
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Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian gender dan politik dengan 
memperluas pemahaman tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik Islam moderat di 
Indonesia, khususnya PKB Sumatera Utara. Penelitian ini memperkaya teori representasi politik 
dengan mengungkap kesenjangan antara regulasi kuota 30% yang bersifat normatif dengan realitas 
politik di lapangan yang masih dipengaruhi oleh kultur patriarki. Temuan ini dapat memperkuat 
literatur mengenai hubungan antara struktur organisasi partai, budaya lokal, dan dinamika gender, 
sekaligus menjadi rujukan akademik bagi penelitian serupa di daerah lain (Ramli et al., 2022). 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi partai politik, khususnya PKB, sebagai bahan 
evaluasi internal terkait sejauh mana kebijakan afirmatif telah berhasil diimplementasikan dan 
bagaimana kader perempuan dapat diberdayakan lebih optimal dalam struktur organisasi maupun 
pencalonan legislatif. Bagi perempuan, penelitian ini memberi motivasi dan peta jalan strategis untuk 
memperkuat kapasitas politik, memperluas jaringan, dan menegosiasikan ruang dalam struktur 
partai. Sementara bagi masyarakat, penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan terhadap 
keterlibatan perempuan dalam politik agar tercipta kebijakan publik yang lebih responsif terhadap isu 
kesetaraan gender dan kebutuhan sosial. 

Yang menjadi pembeda dari penelitian ini terletak pada fokus spesifik pada PKB Sumatera 
Utara sebagai studi kasus, yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian keterwakilan perempuan 
di partai politik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek normatif kuota 
30% atau keterwakilan perempuan di tingkat nasional, penelitian ini menghadirkan perspektif lokal 
dengan menelusuri secara mendalam posisi dan hak-hak perempuan dalam struktur partai serta 
perannya di legislatif. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan peluang 
perempuan di PKB Sumut, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga 
menawarkan kerangka konseptual baru dalam melihat interaksi antara kebijakan afirmatif, budaya 
politik daerah, dan pemberdayaan kader perempuan di tingkat lokal. 
 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang 
bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam posisi dan hak-hak perempuan dalam berpartai 
politik dengan fokus pada PKB Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, 
sehingga penelitian ini menelaah secara spesifik bagaimana peran perempuan dalam struktur 
organisasi dan pencalonan legislatif di PKB Sumut (Mahendra et al., 2024). 

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 
sumber data, sebagai berikut : 
a. Data Primer  

Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ibu ita julianti.sh sebagai wakil ketua 
dpw pkb sumut Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali secara rinci pengalaman 
mereka dalam menjalankan peran politik, baik sebagai bagian dari struktur organisasi partai 
maupun dalam proses pencalonan legislatif. Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk 
memahami pandangan mereka mengenai posisi perempuan dalam politik, termasuk peluang dan 
hambatan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk meningkatkan keterwakilan 
perempuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika personal dan 
institusional yang membentuk realitas politik perempuan di PKB Sumatera Utara, sehingga 
memberikan gambaran yang lebih mendalam dan autentik mengenai keterlibatan mereka. 

b. Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen resmi partai, peraturan 
perundang-undangan yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik, artikel ilmiah, serta 
jurnal-jurnal relevan yang berkaitan dengan tema penelitian. Dokumen partai digunakan untuk 
memahami struktur organisasi, mekanisme internal, dan kebijakan partai terkait peran serta 
perempuan. Sementara itu, peraturan perundang-undangan dijadikan rujukan untuk menelaah 
dasar hukum dan regulasi yang menjamin keterwakilan politik perempuan. Artikel ilmiah dan 
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jurnal akademik dimanfaatkan sebagai landasan teoritis serta sebagai pembanding dengan 
temuan lapangan, sehingga dapat memperkaya analisis penelitian. Dengan demikian, data 
sekunder ini berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap data primer, tetapi juga sebagai pijakan 
konseptual dan kontekstual dalam memahami realitas representasi perempuan di PKB Sumatera 
Utara. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Observasi dan wawancara penelitian dilaksanakan di Kantor Dewan Pengurus Wilayah 
(DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara pada 3 Desember 2025 pukul 13.00–
14.00 WIB. Berdasarkan hasil observasi langsung, terlihat bahwa keberadaan perempuan dalam 
struktur kepengurusan PKB Sumatera Utara secara formal telah diakomodasi sesuai dengan 
ketentuan partai dan peraturan perundang-undangan terkait keterwakilan perempuan. Perempuan 
terlibat dalam beberapa posisi kepengurusan dan organisasi sayap partai, khususnya pada bidang-
bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan sosial kemasyarakatan. 

Namun, hasil observasi juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam struktur 
pengambilan keputusan strategis partai masih relatif terbatas. Dalam aktivitas organisasi dan diskusi 
internal yang diamati, peran dominan masih diduduki oleh pengurus laki-laki, terutama pada posisi 
ketua, sekretaris, dan pengambil kebijakan utama. Perempuan cenderung berperan sebagai 
pelaksana program atau pendukung kegiatan partai, bukan sebagai aktor utama dalam penentuan 
arah kebijakan partai.Namun dari 100 kepengurusan ada sekitar 27 kepengurusan Perempuan di 
dalam PKB  

Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa PKB Sumatera Utara secara normatif 
membuka kesempatan yang sama bagi perempuan untuk bergabung dan berpartisipasi dalam partai 
politik, baik sebagai anggota maupun pengurus. Partai juga menyatakan komitmennya terhadap 
prinsip kesetaraan gender dan penerapan kuota perempuan dalam pencalonan legislatif. Akan 
tetapi, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi 
optimalisasi peran perempuan, seperti beban ganda perempuan dalam keluarga, keterbatasan 
akses terhadap jaringan politik, serta budaya politik yang masih patriarkal. 

 
PEMBAHASAN  
Posisi Perempuan Dalam PKB Sumatera Utara  

Posisi perempuan dalam berpartai politik di Indonesia pada dasarnya telah mendapatkan 
landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang 
mewajibkan setiap partai politik memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% baik dalam 
kepengurusan maupun pencalonan legislatif. Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan afirmasi 
bagi perempuan agar memiliki kesempatan yang lebih besar dalam politik praktis, terutama di partai 
politik yang menjadi pintu utama rekrutmen calon pemimpin bangsa. Namun, dalam 
implementasinya, keterwakilan perempuan sering kali hanya bersifat formalitas, karena meskipun 
angka keterwakilan 30% terpenuhi dalam pencalonan, jumlah perempuan yang berhasil duduk di 
kursi legislatif masih jauh dari harapan. Hal ini menunjukkan bahwa politik perempuan di Indonesia 
masih menghadapi tantangan kultural, struktural, dan finansial. (Putri & Holilah, 2024). 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota 
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menegaskan kembali pentingnya keterwakilan 
perempuan dalam pencalonan legislatif. Regulasi ini merupakan turunan dari UU No. 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu, yang mengamanatkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon 
legislatif di setiap daerah pemilihan. Dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU tersebut ditegaskan bahwa partai 
politik peserta pemilu wajib menyertakan paling sedikit 30% bakal calon perempuan dalam daftar 
calon yang diajukan di setiap dapil. Hal ini dimaksudkan agar keterlibatan perempuan tidak hanya 
bersifat formal, tetapi juga terdistribusi secara merata di seluruh daerah pemilihan (Adriani & Maulia, 
2024; Fathoni et al., 2024). 
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Selain menetapkan kuota 30%, PKPU No. 10 Tahun 2023 juga mengatur komposisi daftar 
calon legislatif dalam setiap 3 (tiga) bakal calon harus terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) calon 
perempuan. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 8 ayat (3), yang secara teknis mencegah partai politik 
menempatkan caleg perempuan hanya di nomor urut “tidak strategis”. Aturan ini menjadi instrumen 
afirmasi substantif karena mengharuskan distribusi caleg perempuan dalam posisi yang relatif 
kompetitif di daftar pencalonan. Dengan demikian, regulasi PKPU berusaha mendorong keterwakilan 
perempuan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi memberi peluang nyata untuk dipilih dalam 
kontestasi politik (Nurrohman et al., 2023). 

Terkait aturan internal partai, PKB memiliki komitmen afirmasi perempuan yang 
dilembagakan melalui organisasi sayap Perempuan Bangsa. Organisasi ini menjadi wadah resmi 
kaderisasi dan pemberdayaan politik perempuan di tubuh PKB, serta berfungsi menyiapkan kader 
perempuan untuk menduduki posisi strategis, baik di struktur partai maupun dalam pencalonan 
legislatif. Hasil Musyawarah Wilayah PKB Sumut 2021–2026, misalnya, menunjukkan adanya 
komitmen internal untuk memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam kepengurusan. 
Namun, meski secara normatif terpenuhi, banyak kader perempuan masih ditempatkan di bidang 
non-strategis, seperti sosial, pendidikan, dan pemberdayaan Masyarakat (Setiawan & Djafar, 2023). 

Secara nasional, PKB juga mengatur afirmasi perempuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran 
Rumah Tangga (AD/ART), yang menegaskan pentingnya partisipasi politik perempuan sebagai 
bagian dari cita-cita keadilan sosial. Dalam praktiknya, PKB kerap menekankan bahwa keberadaan 
perempuan di partai bukan hanya untuk memenuhi syarat administratif pemilu, tetapi juga sebagai 
kekuatan politik yang harus diberdayakan. Menurut Katimin (2023), PKB di Sumatera Utara telah 
mengajukan lebih dari 30% caleg perempuan pada Pemilu 2024, bahkan secara nasional jumlah 
caleg perempuan PKB mencapai 37%. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi 
hambatan, terutama dalam memastikan kader perempuan memperoleh nomor urut strategis 
(Elviandri & Hidayat, 2022). 

Dengan adanya PKPU No. 10 Tahun 2023 dan aturan internal PKB, secara normatif jalan 
bagi perempuan untuk berkiprah dalam politik sudah terbuka lebar. Akan tetapi, realitas politik di 
Sumatera Utara menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan PKB baru sebatas memenuhi aturan 
formal dan belum sepenuhnya substantif. Menurut Manik et al. (2025), kendala terbesar masih 
terletak pada dominasi elite laki-laki dalam struktur partai serta minimnya dukungan finansial untuk 
kader perempuan. Oleh karena itu, agar afirmasi ini benar-benar bermakna, PKB perlu melakukan 
penguatan internal berupa kaderisasi berjenjang, alokasi nomor urut strategis bagi caleg perempuan, 
serta dukungan sumber daya politik yang memadai. Dengan langkah-langkah tersebut, afirmasi 
perempuan tidak lagi menjadi simbol, melainkan sarana menuju keterwakilan substantif dalam politik. 

Pada tingkat DPR RI dari Dapil Sumatera Utara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya 
berhasil memperoleh satu kursi, dan kursi tersebut sepenuhnya diisi oleh laki-laki. Hal ini berarti tidak 
ada keterwakilan perempuan PKB Sumut di parlemen nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa 
meskipun secara administratif kuota 30 persen caleg perempuan telah dipenuhi pada tahap 
pencalonan, namun implementasinya belum berbanding lurus dengan hasil keterpilihan. Fenomena 
tersebut menunjukkan bahwa caleg perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam 
memperoleh dukungan suara dari masyarakat. Salah satu faktor penghambatnya adalah masih 
kuatnya budaya patriarki dan stereotipe gender dalam politik, yang membuat posisi perempuan 
kurang diunggulkan. Selain itu, minimnya dukungan struktural dari partai terhadap caleg perempuan 
juga berkontribusi pada rendahnya peluang keterpilihan. Akibatnya, representasi perempuan PKB 
Sumut di tingkat nasional belum mampu terwujud sebagaimana harapan dari kebijakan afirmatif. 
Situasi ini memperlihatkan perlunya strategi yang lebih serius untuk mendorong keterwakilan 
perempuan secara substantif, bukan hanya formalitas pada tahap pencalonan. 

Pada tingkat DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019–2024, Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) berhasil memperoleh 5 kursi legislatif, namun hanya 1 kursi yang berhasil diraih oleh 
perempuan, yakni Dra. Hj. Masniari Sinukaban. Artinya, keterwakilan perempuan PKB di DPRD 
Provinsi Sumut hanya mencapai 20%, sedangkan 80% kursi lainnya tetap didominasi oleh laki-laki. 
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Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kuota pencalonan perempuan telah dipenuhi, hasil nyata 
keterpilihan perempuan masih jauh dari harapan. Fenomena serupa juga terjadi di tingkat DPRD 
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, di mana PKB memperoleh sekitar 15 kursi, tetapi hanya 3 kursi 
yang berhasil diisi oleh perempuan. Dengan demikian, persentase keterwakilan perempuan PKB di 
DPRD Kabupaten/Kota Sumut juga stagnan di angka 20%.  

Fakta ini menggambarkan bahwa keterlibatan politik perempuan PKB di Sumatera Utara 
masih sebatas memenuhi regulasi pencalonan, belum mampu menghasilkan representasi yang 
signifikan. Menurut penelitian Supriyanto, rendahnya keterpilihan perempuan disebabkan oleh 
minimnya dukungan finansial dan struktur partai yang masih berpihak pada kader laki-laki. Selain 
itu, budaya politik patriarki yang kuat di Sumatera Utara turut menjadi faktor penghambat utama bagi 
politisi perempuan. Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara jelas 
menekankan pentingnya keterwakilan perempuan minimal 30% dalam politik. Oleh karena itu, 
capaian 20% ini memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara regulasi dan 
realitas politik perempuan PKB di Sumatera Utara. 

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif PKB telah 
memenuhi ketentuan kuota 30% caleg perempuan, keterwakilan nyata perempuan di kursi legislatif 
masih rendah. Dari level DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota, rata-rata keterwakilan perempuan 
PKB Sumut hanya mencapai 20%, jauh di bawah target ideal 30%. Hal ini menegaskan bahwa 
regulasi afirmatif belum sepenuhnya menjamin keterwakilan substantif perempuan di lembaga 
legislatif. Regulasi ini memang sudah tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang 
mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (Iqbal & Kurniawan, 2020; 
Mandasari, 2023). 

Fenomena rendahnya kursi perempuan ini sejalan dengan hasil penelitian Katimin yang 
menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di PKB Sumut masih bersifat administratif, bukan 
substantif. Bahkan penelitian Elly Warninsyah juga menunjukkan bahwa meski ada regulasi afirmatif, 
praktik politik masih dikuasai elit laki-laki. Data ini diperkuat oleh hasil riset W. Nasution, yang 
menemukan bahwa kendala struktural dan kultural di Sumatera Utara membuat perempuan sulit 
menembus ruang strategis dalam partai politik. 

Dari sisi teori, Mansour Fakih menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan di politik 
Indonesia masih bersifat simbolik karena kehadiran mereka hanya sekadar memenuhi aturan 
administratif. Pandangan ini sejalan dengan realitas PKB Sumut di mana perempuan memang ada 
dalam struktur kepengurusan dan pencalonan legislatif, tetapi jarang menempati posisi inti 
pengambilan keputusan. Hal ini berdampak pada minimnya kebijakan partai yang responsif gender. 
Padahal, menurut Siti Mulyani, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat berpengaruh 
pada lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada perempuan, anak, dan keluarga. Dengan kata 
lain, rendahnya jumlah kursi perempuan di PKB Sumut bukan hanya masalah representasi, tetapi 
juga berdampak pada kualitas kebijakan publik yang lebih adil gender (Jabbar et al., 2023). 

Posisi perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara tidak hanya 
diposisikan sebagai pelengkap dalam struktur kepengurusan, tetapi juga diharapkan mampu menjadi 
aktor penting dalam pengambilan keputusan partai. Hal ini sejalan dengan semangat PKB yang sejak 
awal berdiri menekankan pentingnya peran perempuan dalam memperjuangkan nilai keadilan sosial 
dan kebangsaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun keterwakilan 
perempuan dalam kepengurusan partai sudah diatur melalui kebijakan afirmatif 30%, 
implementasinya masih menghadapi tantangan, baik dalam hal keterlibatan nyata dalam 
kepemimpinan maupun dalam proses pencalonan legislatif.  

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan praktik politik 
sehari-hari di tubuh PKB Sumut, di mana perempuan masih sering terpinggirkan dari ruang strategis 
pengambilan keputusan partai. Lebih jauh, posisi perempuan dalam PKB Sumatera Utara juga dapat 
dilihat dari upaya partai dalam memberikan ruang bagi kader perempuan untuk maju dalam 
kontestasi politik, khususnya pencalonan legislatif. Beberapa kader perempuan berhasil 
mencalonkan diri, meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan kader laki-laki. Hal ini 
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menunjukkan bahwa secara struktural peluang bagi perempuan terbuka, tetapi secara kultural dan 
praksis, mereka masih menghadapi hambatan berupa dominasi politik maskulin, keterbatasan akses 
sumber daya, serta persepsi publik yang belum sepenuhnya menerima kepemimpinan perempuan. 
Dengan demikian, meskipun PKB Sumut secara normatif mendukung keterlibatan perempuan, 
tantangan internal dan eksternal tetap menjadi faktor penentu dalam memperkuat posisi politik 
perempuan di partai tersebut (Adibah & Jatiningsih, 2021; Bela & Utama, 2020). 

Berdasarkan Data KPU Pemilu 2024, PKB secara nasional mengajukan sekitar 37% calon 
legislatif perempuan di DPR RI, yang berarti sudah melebihi ambang batas minimal 30% 
keterwakilan perempuan. Namun, keterpilihan perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, 
yakni hanya sekitar 20,3% dari total kursi yang diraih PKB di DPR RI. Untuk tingkat Sumatera Utara, 
data pencalonan legislatif menunjukkan bahwa PKB mendaftarkan 33,3% caleg perempuan di 
tingkat provinsi, tetapi yang berhasil terpilih hanya sebagian kecil (sekitar 1 dari 5 kursi PKB Sumut 
berhasil diraih perempuan). Dalam struktur internal, hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB 
Sumatera Utara 2021–2026 juga menunjukkan adanya keterlibatan perempuan, meskipun porsinya 
masih belum merata. Dari total 45 pengurus, hanya 30% posisi yang diisi oleh perempuan, sebagian 
besar berada di bidang pemberdayaan masyarakat, sosial-keagamaan, dan badan otonom 
perempuan PKB (Perempuan Bangsa). Posisi strategis seperti ketua dan sekretaris masih 
didominasi laki-laki, menandakan bahwa perempuan PKB Sumut lebih sering ditempatkan di wilayah 
kerja “pendukung” ketimbang di jantung pengambilan keputusan. 

Menurut Mansour Fakih, salah satu pakar gender dan demokrasi, keterwakilan perempuan di 
politik Indonesia masih bersifat “simbolik” karena kehadiran perempuan dalam struktur partai 
seringkali hanya untuk memenuhi syarat administratif, bukan untuk menguatkan peran substantif. 
Pandangan ini sejalan dengan fenomena di PKB Sumut, di mana perempuan memang hadir dalam 
kepengurusan dan pencalonan legislatif, namun keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan 
strategis masih terbatas. hambatan terbesar perempuan dalam politik bukan hanya regulasi, 
melainkan budaya politik patriarkis yang mengakar. Ia menegaskan bahwa partai politik, termasuk 
PKB, memang sudah membuka ruang melalui regulasi afirmatif, tetapi dominasi kepemimpinan laki-
laki dan minimnya dukungan finansial bagi kader perempuan membuat posisi perempuan sulit 
setara. Hal ini sesuai dengan realitas di PKB Sumut, di mana kader perempuan lebih banyak 
ditempatkan pada bidang non-strategis ketimbang di posisi inti (Adriani & Maulia, 2024; Mandasari, 
2023). 

 
Tabel 1. Keterlibatan Perempuan Dalam Struktur Legislatif 

No Nama Periode Jabatan Dinas 

1 Roma Uli Silalahi, S.S.T., M.K.M. 2024–2029 Anggota DPRD Kota Medan (Dapil Kota 
Medan 2) – PKB 

2 Lailatul Badri, A.Md 2024–2029 Anggota DPRD Kota Medan (Dapil Kota 
Medan 2) – PKB 

3 
Dewi Fitriana 

 

2024–2029 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 
(Fraksi PKB-Perindo) 

4 Zeira Salim Ritonga, S.E. 2024–2029 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 
(Fraksi PKB-Perindo) 

 
Hak Perempuan Dalam Berpartai Politik Di PKB 

Dalam konteks PKB, hak-hak perempuan tersebut juga terakomodasi melalui badan otonom 
partai yang disebut Perempuan Bangsa, yang dibentuk khusus untuk memperkuat kapasitas politik 
perempuan. Melalui wadah ini, kader perempuan memiliki hak untuk mengikuti pendidikan politik, 
peningkatan kapasitas kepemimpinan, serta mendapatkan dukungan struktural untuk maju sebagai 
calon legislatif. Selain itu, perempuan di PKB berhak terlibat dalam penyusunan kebijakan partai, 
terutama yang terkait dengan isu-isu perempuan, anak, dan keluarga. Namun, meskipun hak-hak ini 
telah dijamin secara normatif, implementasinya di PKB Sumatera Utara masih menghadapi kendala, 
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seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan finansial, serta dominasi budaya politik 
patriarkis yang membuat perempuan sering ditempatkan di bidang non-strategis hak-hak perempuan 
dalam berpartai politik menurut pandangan PKB. PKB sebagai partai berbasis Islam moderat yang 
berakar dari NU memandang keterlibatan perempuan dalam politik sebagai bagian dari amanah 
demokrasi sekaligus nilai keadilan sosial (Nursyifa et al., 2023; Susmita & Putri, 2024). 
 

Tabel 2. Penjelasan Hak Bagi Perempuan Dalam Berpartai Politik Di PKB 

Kategori Hak Bentuk Hak Penjelasan  

Hak Formal  Hak Memilih  Perempuan PKB memiliki hak untuk memberikan suara 
dalam proses pemilihan internal partai maupun Pemilu 
umum. 

 Hak Dipilih Perempuan berhak dicalonkan sebagai anggota legislatif, 
pengurus partai, maupun jabatan publik melalui mekanisme 
partai. 

 Hak Berpendapat  Perempuan memiliki hak menyampaikan gagasan, aspirasi, 
dan pandangan politik di forum resmi partai. 

 Hak Menduduki 
Jabatan Struktural  

Perempuan berhak menempati posisi kepengurusan di 
semua tingkatan partai, termasuk jabatan strategis. 

Hak Substrantif Hak Mempengaruhi 
Agenda Politik  

Perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam perumusan 
arah kebijakan partai dan agenda politik yang diperjuangkan 
PKB. 

 Hak 
Memperjuangkan 
Isu-Isu Perempuan  

Perempuan berhak mengusulkan, membahas, dan 
mendorong kebijakan partai yang responsif gender, 
termasuk isu anak, keluarga, dan kelompok rentan. 

 
 

Tabel 3. Tantangan Dan Hambatan 

Aspek Kendala & Tantangan Pemberdayaan  

Internal  Struktur kepengurusan partai 
masih didominasi laki-laki. 

Penguatan organisasi sayap Perempuan Bangsa untuk 
menyiapkan kader perempuan potensial. 

 Mekanisme rekrutmen sering 
tidak transparan, lebih berpihak 
pada kader laki-laki. 

Pendidikan politik dan kaderisasi khusus perempuan. 

 Budaya patriarki internal yang 
menempatkan perempuan di 
posisi non-strategis. 

Mendorong afirmasi nyata agar perempuan dapat 
mengisi posisi struktural strategis (sekretaris, 
bendahara, ketua bidang). 

Eksternal  Minimnya dukungan masyarakat 
terhadap caleg perempuan. 

Membangun jaringan dukungan dengan organisasi 
masyarakat dan NU perempuan (Muslimat NU, Fatayat 
NU). 

 Keterbatasan sumber daya 
finansial perempuan dalam 
berkontestasi politik. 

Pendampingan dalam hal akses pendanaan 
politik dan modal sosial. 

 Stereotipe gender yang 
meragukan kapasitas 
kepemimpinan perempuan. 

Kampanye publik untuk melawan stereotipe gender 
dengan menampilkan figur-figur perempuan PKB yang 
berhasil. 

 
HASIL PENELITIAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki komitmen 
kuat terhadap prinsip kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik. Hal ini tercermin dari 
pernyataan informan kunci, Ita Julianti, S.H., selaku Wakil Ketua DPW PKB Sumatera Utara. 
Informan menegaskan bahwa PKB tidak memandang perbedaan jenis kelamin dalam menentukan 
peluang kepemimpinan. Laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk 
menduduki jabatan strategis di partai. Prinsip kesetaraan tersebut diterapkan secara normatif dalam 
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kebijakan internal partai. Kesetaraan ini juga menjadi bagian dari nilai ideologis PKB. Dengan 
demikian, tidak terdapat pembatasan berbasis gender dalam struktur kepemimpinan PKB. 

Dalam proses pemilihan ketua yang sedang berlangsung, PKB memberikan ruang yang sama 
kepada seluruh kader. Salah satu kandidat yang muncul dalam proses tersebut adalah seorang 
perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga 
aktor utama dalam kompetisi kepemimpinan. Proses seleksi tidak didasarkan pada jenis kelamin, 
melainkan pada kapasitas dan kapabilitas kader. Hal ini menegaskan adanya praktik meritokrasi 
dalam tubuh PKB. Kesempatan yang sama ini memperlihatkan keterbukaan partai terhadap 
kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, PKB berupaya menghapus stigma politik yang 
selama ini melekat pada perempuan (Nursyifa et al., 2023). 

Kesetaraan gender di PKB juga tercermin dalam struktur organisasi internal partai. Informan 
menjelaskan bahwa perempuan dapat menduduki posisi strategis, termasuk sebagai ketua 
organisasi sayap partai. Di tingkat provinsi, kepemimpinan Perempuan Bangsa dipegang oleh 
perempuan. Sementara itu, dalam struktur PKB sendiri, posisi ketua dapat diisi oleh laki- laki maupun 
perempuan. Kondisi ini menunjukkan fleksibilitas kepemimpinan yang tidak bias gender. PKB menilai 
kepemimpinan berdasarkan kemampuan, bukan identitas biologis. Dengan demikian, perempuan 
memiliki ruang aktualisasi politik yang luas (Zaetun & Mar’iyah, 2020). 

Penelitian ini juga menemukan bahwa PKB tidak membedakan peluang antara kader senior 
dan kader junior. Selama kader tersebut memiliki kualitas dan kinerja yang baik, maka ia berpeluang 
menjadi pemimpin. Prinsip ini berlaku secara universal bagi seluruh anggota partai. Tidak terdapat 
hierarki kaku yang menghambat mobilitas politik kader. Hal ini menciptakan iklim kompetisi yang 
sehat di dalam partai. Kader perempuan mendapatkan peluang yang sama dalam mekanisme ini. 
Dengan demikian, regenerasi kepemimpinan di PKB berjalan secara inklusif.  

Data empiris menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif PKB Sumatera Utara 
masih tergolong rendah. Dari total 58 anggota legislatif PKB di Sumatera Utara, hanya 6 orang yang 
merupakan perempuan. Persentase keterwakilan perempuan tersebut sekitar 8,62 persen. Angka 
ini masih jauh dari kuota ideal 30 persen sebagaimana diamanatkan regulasi nasional. Namun, 
rendahnya persentase ini tidak disebabkan oleh diskriminasi internal partai. Faktor eksternal seperti 
budaya politik dan dinamika elektoral turut memengaruhi kondisi tersebut. Dengan demikian, 
tantangan keterwakilan perempuan bersifat struktural dan sosial. 

Secara keseluruhan kepengurusan dalam PKB Sumatera Utara ada berkisar 100 anggota 
yang mana diantara nya terdapat 27 anggota perempuan. Meskipun demikian, keberadaan 
perempuan di legislatif PKB Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. 
Beberapa perempuan berhasil menduduki jabatan strategis di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten. 
Tokoh-tokoh perempuan tersebut menjadi representasi keterbukaan PKB terhadap kepemimpinan 
perempuan. Mereka berperan aktif dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan. Keberhasilan 
ini membuktikan bahwa perempuan mampu bersaing dalam arena politik. PKB memberikan ruang 
yang memungkinkan perempuan berkembang secara politik. Dengan demikian, partai ini 
berkontribusi terhadap penguatan representasi perempuan.  

Perempuan yang terlibat dalam struktur legislatif PKB berasal dari berbagai daerah di 
Sumatera Utara. Di antaranya adalah Dr. Dewi Fitriana, M.Kes. di DPRD Provinsi Sumatera Utara. 
Selain itu, terdapat Lailatul Badri, A.Md. di DPRD Kota, serta Roma Uli Silalahi, S.S.T., M.K.M. Tokoh 
perempuan lainnya adalah Hajjah Melati Nur dari DPRD Mandailing Natal. Di tingkat kabupaten, 
terdapat Mutiara Natraviola Oktavia Panjaitan, S.E. dari Kabupaten Toba. Noni Sulvia S., S.Pd. juga 
menjadi representasi perempuan dari Kabupaten Samosir. Kehadiran mereka memperkuat 
legitimasi kesetaraan gender di PKB. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa PKB menolak anggapan bahwa karier politik 
perempuan akan terhambat. Informan menegaskan bahwa tidak ada istilah karier perempuan 
“mandek” di PKB. Selama seorang kader dinilai layak, maka ia berhak maju dalam kepemimpinan. 
Prinsip ini berlaku tanpa memandang jenis kelamin. PKB memandang kualitas sebagai indikator 
utama dalam penentuan jabatan. Pendekatan ini mencerminkan keadilan substantif dalam politik. 
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Dengan demikian, PKB berupaya membangun budaya politik yang setara.Kesetaraan gender yang 
diterapkan PKB sejalan dengan prinsip demokrasi modern. Demokrasi menuntut adanya persamaan 
hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks partai politik, prinsip ini diwujudkan 
melalui kebijakan internal yang inklusif. PKB berusaha menjadikan partai sebagai ruang belajar 
politik bagi perempuan. Upaya ini penting untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. 
Meskipun hasilnya belum optimal secara kuantitatif, arah kebijakannya sudah jelas. Dengan 
demikian, PKB menunjukkan komitmen ideologis terhadap demokrasi gender. 

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa PKB tidak melakukan 
diskriminasi gender dalam kepemimpinan. Kesetaraan gender diterapkan baik secara normatif 
maupun praktis. Perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin di berbagai 
tingkatan partai. Hambatan yang masih ada lebih bersifat eksternal daripada internal. PKB telah 
menyediakan ruang politik yang relatif adil dan terbuka. Tantangan ke depan adalah meningkatkan 
jumlah keterwakilan perempuan secara signifikan. Dengan demikian, PKB dapat semakin 
memperkuat perannya dalam mewujudkan demokrasi inklusif. 
 
 
PENUTUP 

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia, khususnya melalui PKB Sumatera 
Utara, merupakan sebuah keharusan demokratis sekaligus pemenuhan hak konstitusional. Regulasi 
afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan telah membuka ruang bagi partisipasi 
perempuan, namun dalam praktiknya keterwakilan tersebut masih sering bersifat administratif dan 
belum sepenuhnya substantif. Hal ini terlihat dari keterwakilan perempuan yang memang hadir 
dalam daftar caleg maupun kepengurusan, tetapi keterlibatan mereka dalam proses pengambilan 
keputusan strategis masih terbatas. 

Dalam konteks PKB Sumatera Utara, perempuan memiliki hak-hak formal maupun 
substantif dalam berpartai politik, seperti hak memilih, dipilih, berpendapat, menduduki jabatan 
struktural, mempengaruhi agenda politik, dan memperjuangkan isu-isu perempuan. Akan tetapi, hak-
hak ini belum sepenuhnya terimplementasi secara nyata akibat berbagai kendala internal maupun 
eksternal. Kendala internal meliputi dominasi laki-laki dalam struktur kepengurusan, mekanisme 
rekrutmen yang tidak sepenuhnya berpihak pada kader perempuan, serta budaya patriarkis di tubuh 
partai. Sementara itu, kendala eksternal berupa minimnya dukungan masyarakat, keterbatasan 
sumber daya finansial, dan stereotipe gender yang melemahkan posisi perempuan. 

Meskipun menghadapi kendala tersebut, PKB Sumut tetap menunjukkan adanya strategi 
pemberdayaan perempuan, antara lain melalui penguatan organisasi Perempuan Bangsa, 
pendidikan politik, kaderisasi, pendampingan akses sumber daya, serta kampanye publik untuk 
melawan stereotipe gender. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader 
perempuan sehingga keterlibatan mereka dalam politik tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga 
substantif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kesinambungan antara regulasi, 
kultur partai, dan dukungan masyarakat dalam memperjuangkan representasi politik perempuan 
yang lebih bermakna di PKB Sumatera Utara.   
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